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Andi Sulastri (B11109008), Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi 
Penyandang Disabilitas di Kota Makassar, dibimbing oleh Achmad Ruslan (selaku 
Pembimbing I) dan Anshori Ilyas (selaku Pembimbing II). 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Undang Undang 
Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dimana dalam aturan tersebut didukung oleh 
Peraturan Pemerintah no. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial 
Penyandang Cacat. Kedua atura tersebut menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas 
untuk memperoleh hak aksesbilitas. Adapun yang dimaksud aksesbilitas adalah kemudahan 
yang disediakan bagi penandang disabilitas untuk menciptakan kesempatan yang sama. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan 
data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari 
sumber data melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Adapun sumber data 
sekunder (secondary data) diperoleh melalui berbagai sumber seperti pengumpulan intisari dari 
dokumen, buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber yang berasal dari media elektronik atau 
laporan-laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti. Teknik analisa data 
yang akan penulis gunakan adalah teknik deskriptif kualitatif berlandaskan materi dan data yang 
berhubungan dengan topik pembahasan. Penulis menggambarkan dan menjelaskan 
permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi melalui sejumlah faktor yang relevan dengan 
penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan. 
 Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar merupakan 
salah satu tolak ukur pencapaian kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar. Hal inilah yang 
harus dilakukan oleh pemerintahan kota Makassar, menyediakan akses bagi seluruh warga 
Makassar. Adapun warga Makassar tidak hanya non disabilitas, melainkan juga penyandang 
disabilitas yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan warga Makassar lainnya. 
 Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Makassar dalam menyediakan 
aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tercermin dari bangunan dan fasilitas umum yang 
disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai representasi dari Pemerintah Kota Makassar. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, hanya sedikit saja bangunan dan fasilitas 
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A.   Latar Belakang 
Dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 ditegakan bahwa Indonesia adalah 
negara hukum, yang berarti segala aspek kehidupan dan norma-norma yang berlaku 
berlandaskan atas hukum. Negara hukum mengandung pengertian bahwa setiap warga 
negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak ada satu pun yang 
mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum.1 
Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan 
keadilan itu menjadi salah satu refleksi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal 
ini menggambarkan bahwa hukum pada dasarnya memiliki keterkaitan yang begitu erat 
dalam pelaksanaan hak asasi manusia.  
HAM sejatinya adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, bahkan sejak 
manusia berada dalam kandungan ia sudah memiliki hak asasinya sendiri.2 HAM ini 
berlaku secara universal dimana dasar-dasarnya tertuang dalam deklarasi kemerdekaan 
Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 
Republik Indonesia, seperti pada Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28, Pasal 29 Ayat 2, Pasal 30 
Ayat 1, dan Pasal 31 Ayat 1. 
Dalam pembukaan sendiri disebutkan:  
                                                             
1 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 
2 Pasal 1 ayat (5), Undang Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
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“Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai 
dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”3. 
Dengan beberapa aturan yang mejadi pedoman pelaksanaan HAM ini, harusnya 
membuktikan bahwa prinsip keadilan dan perikemanusiaan secara otomatis berjalan 
maksimal. Hal ini tentunya juga selaras dengan pedoman kemerdekaan. Dimana, 
kemerdekaan hanya dapat dinikmati jika penegakan HAM diberikan kepada masing-
masing individu. 
Sebagaimana yang tertuang lagi dalam Undang-Undang, bahwa: 
“kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas 
dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan 
perikeadilan.”4 
Hal ini bernilai bahwa kemerdekaan akan dikatakan merdeka jika berada dalam 
sebuah kondisi dimana tidak adanya penindasan menjadi tolak ukur terciptanya sebuah 
kemerdekaan yang pastinya sudah dapat dinikmati oleh bangsa hingga saat ini. 
Selain itu, hubungan HAM dengan Pembukaan, diperlihatkan secara khusus 
sebagai sebuah hak asasi kemerdekaan segala bangsa dan tujuan Negara. Sedangkan 
dalam Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) hanya mencantumkan tujuan 
perdamaian tanpa menjaga ketertiban dunia. . 
Bagi Bangsa Indonesia pelaksanaan HAM telah tercermin di dalam Pembukaan 
UUD tahun 1945 dan batang tubuhnya yang menjadi hukum dasar tertulis dan acuan 
untuk setiap peraturan hukum yang di Indonesia. 
                                                             
3 Pembukaan UUD 1945 Alinea ke empat 
4 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara 
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 Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD tahun 1945 telah digali 
dari akar budaya bangsa yang hidup jauh sebelum lahirnya Deklarasi HAM Internasional 
(The Universal Declaration of Human Rights 1948).  
Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk 
mengidentikan atau menyamakan antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga 
negara. HAM dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia. 
Berdasarkan tujuan bangsa Indonesia yang ingin memajukan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sudah menjadi sebuah hak bagi 
putera putri Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan menikmati kemakmuran 
bangsa. Namun, hal ini ternyata tak mampu dirasakan oleh sebagian kecil warga 
Indonesia. Dengan alasan memiliki kecacatan, baik fisik maupun mental. Anak dan 
orang tua yang pada dasarnya juga warga Indonesia ini harusnya mampu menikmatai 
segala bentuk fasilitas ataupun pelayanan umum yang telah disediakan, baik itu 
pendidikan, kesehatan, pelayanan keamanan dan lain halnya lagi. 
Seperti yang tertuang pada Undang Undang No. 4 Tahun 1997 tentang 
Penyandang Cacat bahwa: 
“Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala 
aspek kehidupan dan penghidupan,”5 
Pada pasal tersebut jelas menerangkan bahwasanya setiap penyandang cacat 
memiliki hak yang sama dengan warga lainnya, tidak ada disksirminasi dan pembedaan. 
Karena HAM tidaklah bertumpu pada perbedaan suku, agama, bahkan kelainan fisik 
sekalipun. 
                                                             
5 Pasal 5 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat 
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Kelainan fisik ataupun mental yang dialami oleh segelintir warga Indonesia 
bukanlah menjadi alasan untuk mereka tidak memperoleh haknya dari pemerintah 
ataupun warga Negara sendiri. 
Namun, nyatanya mereka yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas acap 
kali mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya mereka terima. Bahkan mereka 
yang harusnya mendapatkan perhatian lebih, malah tak jarang menemukan diskriminasi. 
Selain kasus di atas, dalam aturan lain juga diatur tentang bagaimana penyadang cacat 
memperoleh perlindungan hukum.  
Dalam Undang Undang No. 9 Tahun 1999 dituliskan bahwa: “Setiap penyandang 
cacat,  orang  yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak  memperoleh 
kemudahan dan perlakuan khusus.”6 Hal di atas jelas cukup untuk 
menggambarkan bahwa penyandang cacat dimanapun di tempatkan harusnya 
memperoleh perlakuan khusus.  
 
Namun, perlakuan khusus inilah bukanlah menjadi sikap diskriminatif bagi 
masyarakat lain atau non disabillitas. Alasannya hanya satu, UU membolehkan 
mereka yang penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan khusus 
lantaran disabilitas yang mereka alami.  
Tapi, sekali lagi, masyarakat non disabilitas tak boleh menganggap ini 
sebagai diskriminatif bagi mereka karena tidak mendapatkan pelayanan khusus.  
Tapi, lagi lagi hal ini ternyata tidak sesuai dengan realita. Bagi 
penyandang disabilitas nyatanya tidak memperoleh pelayanan khusus, bahkan 
seringkali termarginalkan. 
                                                             
6 Pasal 41 Ayat II Undang Undang No. 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
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Padahal, penyandang cacat adalah bagian dari sistem kenegaraan yang 
posisinya sama seperti warga sipil lainnya, yang juga memiliki hak yang negara 
berkewajiban untuk memenuhi. 
Bahkan, ketika Negara tidak mampu untuk memenuhi hak hak warga 
sipilnya yang jelas jelas tertuang dalam Undang Undang, maka sama saja 
negara yang tercerminkan oleh pemerintahnya melanggar undang undang. 
Dalam setiap kebijakan yang tertuang dalam UU atau segala bentuk 
aturan yang menjadi legitimasi suatu bangsa adalah berasal dari rakyat. Seperti 
halnya prinsip demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.  
Artinya, aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai representasi Negara 
adalah sesuai dengan kondisi warga Negara Indonesia. Dimana aturan tersebut 
harus sesuai dengan budaya dan kebiasaan yang ada di wilayah NKRI.  
Oleh pemerintah sendiripun kerap tidak peduli terhadap pendidikan, 
lingkungan dan kondisi para penyandang disabilitas. Padahal, hak mereka juga 
bagian dari tanggung jawab pemerintah. Hak mereka juga bagian dari hak 
konstitusional yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.  
Hak konstitusional menurut Prof. Jimly Asshiddiqie adalah hak hak yang 
dijamin di dalam dan oleh UUD 1945. Setelah amandemen UUD 1945 yang 
merupakan konstitusi Negara Indonesia, maka prinsip-prinsi HAM telah 
tercantum dalam konstitusi Indonesia sebagai cirri khas prinsip konstitusi 
modern. 
Konstitusionalisme menjadi sebuah paham mengenai pembatasan 
kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Dalam pengertian 
yang jauh lebih luas jangkauannya. Menurut Soetandyo, ide konstitusi 
disebutnya sebagai konstitusionalisme dan digambarkan bahwa paradigm 
hukum perundang-undangan sebagai penjamin kebebasan dan hak –yaitu 
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dengan cara membatasi secara tegas dan jelas mana kekuasaan yang terbilang 
kewenangan dan mana pula yang tidak demikian harus dibilang sebagai 
kesewenang-wenangan- inilah yang di dalam konsep moral dan metayudirisnya 
disebut “konstitusionalisme”.  
Hak konstitusional dapat juga dilihat secara timbal balik dengan kewajiban 
konstitusional Negara. Setiap kewajiban konstitusional sebagai bagaian yang 
tidak dapat dipisahkan daripadanya atau yang melekat pada kewajiban Negara 
tersebut. Hak mereka juga bagian dari tanggung jawab pemerintah dan menjadi 
hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh Negara. 
 
Berdasar dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 
lebih dalam dan menyusun skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap 
Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar” 
B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan  uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka 
dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kota 
Makassar? 
2. Bagaimanakah mekanisme dalam pelaksanaan dan implementasi aturan 







C. Tujuan Penulisan: 
 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian bagi penulis 
adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kota 
Makassar  
2. Untuk mengetahui mekanisme dalam pelaksanaan dan implementasi aturan 
aksesibilitas penyandang disabilitas.  
 
D.  Manfaat Penulisan: 
 
Nilai suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari 
penulisan tersebut. Adapun  manfaat yang diharapkan  penulis dari penulisan ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan oleh almamater 
sebagai pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum  pada umumnya, 
khususnya dalam Hukum Tata Negara. 
b. Bermanfaat bagi penulis dalam bidang Ilmu Hukum pada khususnya terutama 
ilmu Hukum Tata Negara. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penulisan ini dapat membantu memberikan pemahaman mengenai hak 








A.  Konsep Negara Hukum 
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan adalah tiga 
fondasi dasar dalam melakukan analisa dan klasifikasi pada sebuah Negara. 
Bentuk Negara adalah pembahasan tentang bagaimanakah konsep dasar 
tentang bentukan sebuah Negara. Apakah Negara itu adalah sebuah negara kesatuan 
yang menghilangkan kewenangan setiap daerah yang menjadi unsurnya untuk 
mengatur diri mereka sendiri, ataukah kita akan berbicara tentang sebuah negara yang 
lahir berdasarkan sebuah perjanjian persatuan antara daerah-daerah yang lebih dikenal 
dengan istilah federal.  
Secara etimologi kata Negara berasal dari Bahasa Belanda, “Staat” dan Bahasa 
Jerman, “State” dalam Bahasa Inggris dan “Etat” dalam bahasa Perancis.7  
Lalu, di Eropa kata-kata ini kemudian diturunkan dari kata “status” menjadi 
“Statum” ke dalam bahasa latin. Dalam sejarahnya Kaisar Romawi Ulpianus pernah 
menyebutkan kata statum dalam ucapannya “Publicum ius est quad statum rei 
Romanae Spectat”.8 
Menurut F.Isjwara secara etoimologis kata status dalam bahasa latin klasik 
adalah suatu istilah yang menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap9.  Sejak Cicero 
(104 SM-43 M) kata “status” atau “statum” itu lazim diartikan sebagai “standing” atau 
“station” dan dihubungkan dnegan kedudukan persekutuan hidup manusia sebagaimana 
                                                             
7




 F.Isjwara, Ibid 
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diartikan dalam istilah “Status Civitatis” atau “StatusRepublicae”10. Dan baru pada abad 
ke-16 dipertalikan dengan kata Negara.11 
F.Isjwara kemudian mendefinisikan Negara sebagai berikut: 
Negara diartikan sebagai kata yang menunjukkan organisasi politik territorial dari 
bangsa-bangsa. Sejak pengertian ini diberikan sejak itu pula kata negara lazim 
ditafsirkan dalam berbagai arti. Negara lazim diidentifikasikan dengan 
pemerintah, umpamanya apabila kata itu dipergunakan dalam pengertian 
kekuasaan negara, kemauan negara dan sebagainya. Kata negara lazim pula 
dipersamakan dengan bangsa, dan negara dipergunakan sebagai istilah yang 
menunjukkan baik keseluruhan maupun bagian-bagian negara federal12.  
Dalam KBBI sendiri, Negara didefinisikan sebagai  organisasi di suatu wilayah yg 
mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Artinya, ketika Negara 
menjadi objek perdebatan maka hal yang seolah tak lepas dari Negara adalah daulat. 
Dimana daulat atau berdaulat memiliki makna yang merujuk kepada suatu sistem 
dalam sebuah organisasi atau dalam hal ini adalah Negara yang memiliki kekuasaan 
tertinggi atas suatu pemerintahan. 
Nah, dengan konsep Negara tadi penulis dapat menyimpulkan, bahwasanya 
Negara diibaratkan sebagai sebuah rumah yang awalnya tak bertuan. Lalu, kemudian 
terdapat syarat yang mesti terpenuhi sehingga rumah tersebut menjadi rumah yang 
ideal.  
Adapun syarat yang menjadi tolak ukur terbentuknya sebuah Negara adalah, 
secara primer memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan 
secara sekuder adalah mendapat pengakuan dari negara lain. 
Lantas, seperti apa konsep Negara hukum itu?  
                                                             
10
 J.W. Garner, Political Science and Government, halaman 47 
11
 Ernest Beker, Principles of Social and Political Theory, halam 90-91 
12
 F.Isjwara, op,cit, Halaman 92 
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Mari kita tengok sejenak apa yang dikatakan Mahfud MD dalam bukunya “Hukum 
dan Pilar-Pilar Demokrasi”. Dalam buku yang diterbitkan oleh Gama Media itu, Mahfud 
menulisan Negara Hukum sebagai terjemahan dari rechstaat (ahli-ahli hukum Eropa 
Barat Kontinental) atau rule of law (ahli-ahli hukum Anglo Saxon).13  
Artinya konsep Negara hukum sebenarnya berakar dari ahli-ahli hukum Eropa 
Barat Kontinental. Dimana konsep Eropa Kontinental atau Rechstaat dipelopori oleh 
Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut Stahl, konsep Eropa Kontinental ini 
ditandai dengan adanya empat unsur pokok, yang terdiri dari: 
a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 
b. Negara didasarkan pada teori trias politika; 
c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang; 
d. Terdapat peradilan administrasi Negara yang bertugas menangani kasus 
perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.14 
Lain halnya dengan Eropa Kontinental, konsep Negara Hukum Anglo-Saxon atau 
Rule Of Law dipelopori oleh A.V. Dicey (Inggris). Menurut A.V. Dicey, konsep Rule Of 
Law ini menekankan tiga tolok ukur, yakni: 
a. Supremasi hukum 
b. Persamaan di hadapan hukum (equality before the law) 
c. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan.15 
Berdasarkan pandangan para pakar, maka Negara hukum hakikatnya adalah 
Negara yang menolak melepasakan kekuasaan tanpa kendali Negara yang pola 
hidupnya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Kekuasaan Negara di 
dalamnya, harus tunduk pada “aturan main.” 
                                                             
13 Moh. Mahfud MD., 1999. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media. Jakarta, halaman. 22 
14 Selanjutnya konsep Stahl ini dinamakan Negara hukum formal, karena lebih menekankan pada suatu 
pemerintahan yang berdasar atas undang-undang. Ibid., hal. 66  
15 Ibid., hal. 67  
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Hal lain justru disajikan oleh Bapak Filsafat, Plato. Ia secara konseptual 
menuliskan bentuk Negara hukum yang pada awalnya bermula dengan mencakup 
empat kategori, yakni: Negara hukum dalam bentuk polizei, Negara hukum liberal, 
Negara hukum formal dan Negara hukum materiil. 
Negara hukum dalam bentuk polizei dimulai sejak zaman Plato dengan 
konsepnya yang mengatakan “bahwa penyelenggaraan Negara yang baik ialah yang 
didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah Nomoi”. 
Kemudian, gagasan Plato tersebut disempurnakan oleh muridnya, Aristoteles, yang 
menggambarkan Negara sebagai Negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah 
warga Negara yang ikut serta dalam permusyawaratan Negara. 
Yang dimaksud Aristoteles di sini adalah Negara yang berdiri di atas hukum, yang 
menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menjadi syarat bagi terciptanya 
kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu 
diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik. 
Olehnya itu, bagi Aristoteles perlu adanya aturan yang bisa menjadi keadilan bagi 
setiap manusia. Sehingga, menurutnya yang memerintah dalam sebuah Negara 
bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil yang tertuang dalam peraturan hukum. 
Namun, bagi Immanuel Kant, ada dua hal yang substansial yang perlu diciptakan 
dalam sebuah Negara hukum, yakni: 
1. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 
2. Adanya pemisahan kekuasaan dalam Negara. Sehingga, muncul tipe Negara 
hukum yang bertindak memisahkan kalau terjadi perselisihan di antara warga 
Negara dalam menyelenggarakan kepentingan yang disebut sebagai “Negara 
Polisi”. 16  
                                                             
16 Moh Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 1994, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta. 
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Gagasan Negara hukum menurut Immanuel Kant  inilah yang kemudian 
diperkenalkan sebagai bentuk Negara hukum liberal. Dimana rakyat diberi hak secara 
penuh untuk beaktifitas dan Negara sama sekali tidak dibenarkan untuk ikut campur 
tangan kecuali jika dalam keadaan tertentu. 
Adapun Negara  yang berkonsep Hukum Formil, diperkenalkan oleh Frederich 
Julius Sthaal, ia dengan konsep formilnya memiliki empat cirri yang bisa dijadikan 
sebagai ukuran untuk menilai Negara hukum formil, yakni: 
1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 
2. Negara didasarkan pada teori trias politica  
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang  
4. Terdapat peradilan administrasi Negara yang bertugas menangani kasus 
perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. 
Gagasan mengenai Negara hukum formil ini menjamin jangan sampai terjadi 
tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa Negara dalam menyelenggarakan 
kesejahteraan rakyat. 
Namun, gagasan ini ternyata menimbulkan polemik. Dimana keterlibatan 
penyelenggara Negara dalam tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat 
berjalan sangat lamban akibat semua tindakan penguasa Negara harus berjalan sesuai 
perundang-undangan terlebih dulu. 
Dengan beberapa konsep Negara yang hadir, namun tidak sesuai dengan iklim 
masyarakat maupun Negara. Maka, kemudian konsep rechstaat di Eropa Kontinental 
yang didasarkan pada filsafat lliberal yang individualistik, maka ciri tersebut sangat 
menonjol dalam pemikiran negara hukum menuruut konsep Eropa Kontinental.17 
                                                             
17 Padma Wahjono, Mekanisme Konstitusional Demokrasi Pancasila. BP-7 Pusat, Jakarta.  
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Berdasarkan hal di atas, dapatlah dipahami bahwa konsep Negara hukum 
terutama yang dikemukakan Immanuel Kant dan Frederich Julius Sthaal ternyata sangat 
menekankan pada dua hal, yaitu tertib hukum dan HAM. Dimasukkannya konsep HAM 
dalam kerangka berfikir Kant dan Sthaal pada konsep seperti dikemukakan di atas 
mencerminkan Negara hukum yang dicita-citakan keduanya adalah Negara 
kesejahteraan modern yang dibangun atas prinsip penghormatan, perlindungan, dan 
pemenuhan HAM yang dijamin kedudukannya dalam aturan hukum. 
Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Mengikuti pendapat Garry F. Bell dalam 
bukunya The New Indonesian Law Relating to Regional Autonomy Good Intentions, 
Confusing Laws seperti dikutip Denny Indrayana: sebagai terminologi Negara hukum 
dalam konteks hukum Indonesia lebih mendekati konsep hukum continental disbanding 
konsep rule of law di negara negara Anglo-Saxon. 
Indonesia sendiri sebagai Negara Hukum, sedikitnya memiliki tiga ciri-ciri pokok 
yang menggambarkan sebagai Negara Hukum, berikut hal yang dimaksud: 
a. Pengakuan dan perlindungan atas HAM yang mengandung persamaan 
dalam bidang politik, social, ekonomi, hukum, budaya dan beberapa hal 
lainnya; 
b. Peradilan bebas dan tidak memihak serat tidak dipengaruhi oleh suatu 
kekuasaan lain apapun; 
c. Menjunjung tinggi asas legalitas.18 
Pendiri Negara, ketika mendirikan Indonesia menjadi sebuah Negara, 
merumuskan bahwa Negara kita adalah Negara yang berlandaskan atas hukum 
(rechstaat) dan bukan sebagai negara kekuasaan (machsstaat). Oleh karena itu, hukum 
                                                             
18Joko Setiyono, KebijakanLegislatif di Indonesai tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Sebagai Salah Satu 
Bentuk Pelanggaran HAM yang Berat, dalam Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam 
Perspektif Hukum dan Masyarakat. (Editor Muladi), PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hal.120-121 
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hendaknya dijadikan sebagai kerangka berfikir dan menjadi acuan dalam setiap 
tindakan dalam menjalani roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Komisi Ahli Hukum Internasional (The International Commission of Justist) sendiri 
dalam konferensinya di Bangkok Tahun 1965, menyebutkan bahwa pemerintahan yang 
demokratis di bawah rule of law haus memnuhi syarat sebegai berikut: 
a. Adanya perlindungan konstitusional; 
b. Adanya pemilohan umum yang bebas; 
c. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 
d. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat; 
e. Adanya kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi 
f. Adanya pendidikan kewarganegaraan.19 
Pemikiran Negara Hukum sebenarnya dimulai sejak Plato dengan konsepnya 
bahwa: 
“Penyelenggaraan Negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan 
(hukum) yang baik yang disebut dengan istilah nomoi”20 
Lalu kemudian, ide tentang Negara Hukum popular di abad ke-17 sebagai akibat 
dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme.21 
Berdasarkan uraian konsep tentang negara hukum tersebut, terdapat dua 
substansi dasar, yaitu: 1) adanya paham konstitusi, dan 2) sistem demokrasi atau 
kedaulatan rakyat. 22 
                                                             
19 Rofiqul-Umam Ahmad, ed., Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi, cetakan kedua, (Jakarta:Setjen dan Kepaniteraan 
MK, 2007) hal. 42 
20
 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Kencana 
2010 hlm.61   
21 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, 
Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 1992 hlm. 66 
22 Op.cit hlm. 63  
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B. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia 
Salah satu cirri yang dimiliki oleh umat manusia adalah memiliki pandangan 
subjektif tentang sesuatu yang diketahui atau dialaminya. Aspek sibjektivitas yang 
dimiliki oleh manusia inilah yang menjadikan seluruh pandangan manusia yang sering 
kali diklaim sebagai suatu kebenaran adalah bersifat relative, tidak mutlak. 
Pengertian kebenaran universal yang sering kali dikaitkan dengan Hak Asasi 
Manusia (HAM) pada hakikatnya jika sampai pada implementasinya pasti akan 
tersentuh oleh interpretasi (subjektiivitas) manusia, dan ini memang mustahil untuk 
dihindari.  
Beberapa faktor seperti budaya, keyakikan agama, dan solidaritas (politis),23 
akan menjadi faktor yang bisa memperngaruhi pemikiran manusia yang pada akhirnya 
aka memengaruhi juga sikap dan pandangan masyarakat terhadap rasa keadilan. 
Jika kita mencermati konsep Negara hukum seperti yang terurai di atas, tampak 
suatu paradigm kenegaraan dari sisi bangunan Negara. Namun, bentuk 
pengejawantahan paradigma kenegaraan tersebut sebagai suatu bangunan Negara 
hukum, baru dapat terlihat apa bila bangunan tersebut dilengkapi dengan struktur 
Negara dan mekanisme operasionalnya.  
Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai 
pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang 
bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. Adapun asasi berarti yang bersifat 
paling mendasar atau fundamental. Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling 
mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga taksatupun mahluk dapat 
mengintervesinya apalagi mencabutnya. Misalnya, hak hidup, yang mana tak satupun 
manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain.24 
                                                             
23 Dr Taufiqurrahman SYahuri, S.H., M.H., Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 95 
24 Ibid., hlm. 282 
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Menurut Jan Materson dari Komisi HAM PBB sebagaimana dikutip Baharuddin 
Lopa menegaskan, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap 
manusia. 25  
Mengingat pembentukan Negara dalam sistem demokrasi dan Negara hukum 
merupakan kehendak rakyat secara kolektif, maka pemerintah bersama semua elemen 
penyelenggara Negara lainnya yang dilekati kewajiban untuk bertindak atau mengambil 
kebijakan sesuai batas kewenangnan dalam menjalankan tugas dan fungsi Negara, 
semua itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder Negara. 
Salah satu tanggungjawab yang harus dilakukan oleh penyelenggara Negara 
kepada rakyat atau warga negaranya adalah penghormatan, perlindungan dan 
pemenuhan HAM. Hal tersebut diamanatkan sendiri oleh UUD 1945 khususnya pada 
pasal 28 (i) ayat 4 hasil amandemen ke-2 yaitu: 
“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia 
adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah.”  
Dalam sejarah konstitusi negara Republik Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) 
yang pada awalnya diatur dalam UUD 1945, namun aturan tersebut ternyata belum 
mampu mewadahi dan menyelesaikan segala bentuk perkara HAM. Dimana hal ini 
menjadi momentum yang panjang dan sulit untuk diperjuangkan, karena adanya 
perbedaan pendapat/pandangan daripada pendiri negara mengenai hakekat Hak Asasi 
Manusia (HAM) itu sendiri.  
Pada saat itu hakekat Hak Asasi Manusia (HAM) diidentikkan dengan ideologi 
liberalis yaitu merupakan paham terhadap pengakuan hak individu secara menyeluruh. 
                                                             
25 Baharuddin Lopa, Al-Qur’an dan Hak-hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, hlm. 52. 
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Hal inilah yang dianggap tidak cocok dan bertolak belakang dengan kepribadian bangsa 
Indonesia. 
Namun setelah waktu yang cukup panjang, akhirnya Hak Asasi Manusia di 
Indonesia diakui dan secara terbuka mulai diatur dalam konstitusi maupun undang-
undang. Dari masa orde lama dan orde baru panghargaan terhadap Hak Asasi Manusia 
masih sangat minim. Tetapi, dengan adanya reformasi membawa angin segar terhadap 
penjaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Terbukti dengan diaturnya pasal dalam 
konstitusi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu pada pasal 28A-28J dan Undang-
Undang No. 39 tahun 1999. 
Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sekalipun juga, hak asasi manusia diatur 
dalam pembukaan dan dalam batang tubuh. Pada pembukaan ada disebutkan tentang 
hak kemerdekaan. Sedangkan pada batang tubuh diatur dalam Bab X tentang Hak 
Asasi Manusia 
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 
kehidupannya.”26 
“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 
perkawinan yang sah.27 
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”28 
                                                             
26
 Pasal 28A, Undang Undang Dasar 1945 
27 Pasal 28B Ayat (1), Undang Undang Dasar 1945 
28 Pasal 28B Ayat (2), Undang Undang Dasar 1945 
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Dengan lahir dan hadirnya beberapa aturan yang menjadi payung bagi hak asasi 
manusia ini cukup memperlihatkan bahwasanya hak asasi manusia ini sangat dijaga 
dan diperhatikan sungguh sungguh oleh Negara. 
Penegakan hak asasi manusia ini tentunya menjadi hal yang tak kalah penting 
bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, selain dimuat dalam Undang Undang Dasar 
1945 dan dijabarkan melalui Undang Undang No. 39 Tahun 1999, juga dibentuk Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Keseriusan pemerintah menegakkan 
HAM ini juga dapat diperhatikan dengan adanya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 
Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM ini merupakan pengadilan 
khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.  
Tidak hanya itu, secara umum Undang Undang HAM membagi HAM ke dalam 
beberapa kategori yang semuanya tertuang secara jelas dalam Undang Undang 
tersebut, seperti di bawah ini: 
1. Hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak 
dihilangkan nyawa.  
2. Hak memperoleh keadilan 
3. Hak atas kebebasan pribadi  
4. Hak atas rasa aman, 
5. Hak atas kesejahteraan  
6. Hak turut serta dalam pemerintahan  
7. Hak wanita  
8. Hak anak  
9. Hak atas kebebasan beragama 
19 
 
Kesembilan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam Undang Undang 
HAM tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada 
dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia. 
Selain itu, berikut juga ruang lingkup hak asasi manusia, sebagai berikut: 
1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 
martabat, dan hak miliknya. 
2) setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di 
mana saja ia berada. 
3) setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap 
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 
4) setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan 
kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya. 
5) setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi 
melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau 
kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang. 
6) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan 
yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa. 
7) setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau 
dibuang secara sewenang-wenang. 
8) setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang 
damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan 
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sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana 
diatur dalam undang-undang.29 
Deskripsi tentang kewajiban penyelenggara negara seperti yang tergambar 
diatas, merupakan bentuk pengejawantahan konsep Good Governance yang 
belakangan ini marak dipromosikan sebagai era baru tata kelola pemerintahan yang 
baik. Betapa tidak, karena untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran 
serta kemajuan yang lebih tinggi pada setiap bangsa, maka sebagian besar ditentukan 
oleh tata kelola pemerintahannya. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya berorientasi pada tiga 
elemen utama yakni, pemerintahan atau negara (state), sektor swasta (private sector), 
dan masyarakat (society) serta ditambah lagi dengan interaksi antar ketiga elemen 
tersebut. 
Ketiga elemen tersebut di atas masing-masing memiliki fungsinya sendiri yang 
tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan mempunyai hubungan yang saling bersinergi. 
Fungsi dari masing-masing elemen tersebut antara lain: negara berfungsi menciptakan 
lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta berfungsi menciptakan 
lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan dan masyarkat ikut berperan positif 
dalam interaksi sosialnya, baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik.30 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah dipahami bahwa asas 
umum tata kelola pemerintahan yang baik adalah tuntutan moral yang hingga kini telah 
menjadi noram hukum bagi penyelenggara Negara (UU No. 28/1999), untuk 
menggunakan segala kewenangan dalam melaksanakan tugas dengan tindakan bahkan 
                                                             
29 Zainuddin Ali, Filsafat Hukum Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 91-92 
30 Sedarmayanti, 2003, Good Governance, (Pemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya 
membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Rekonstruksi dan Pemberdayaan, Mandar Maju, Badung  
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sampai pada penggunaan freis ermessen demi mewujudkan esensi tujuan negara 
hukum sebagaimana yang digagas Immanuel Kant dan Fedrich Julius Sthaal. 
Hal yang sama juga terjadi pada HAM karena secara substansial HAM 
mengandung ilai-nilai universal. Namun, jika nilai HAM itu sampai pada definisi 
operasional, ia akan bernilai relatif.  
C.  HAM dan Hak Konstitusional 
Hak Konstitusional adalah hak hak warga Negara yang dijamin dalam dna oleh 
UUD NRI 1945, sedangkan warga Negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal 
di dalam wilayah kekuasaan Negara Indonesia dna tunduk kepada kekuasaan Negara 
Indonesia.31 
Sedangkan Hak asasi Manusia seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa hak 
yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia (the 
human rights) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (the citizen’s rights).  
Hak warga negara adalah Hak-hak yang lahir dari peraturan di luar undang-
undang dasar disebut hak-hak hukum (legal rights), bukan hak konstitusional 
(constitutional rights). Sedangkan Hak asasi Manusia yang terkandung dalam konstitusi 
dapat disebut sebagai hak konstitusional warga negara.yang terkandung dalam 
konstitusi dapat disebut sebagai hak konstitusional warga negara. 
Oleh karena itu prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam UUD 1945 adalah 
merupakan Hak konstitusional Warga Negara Indonesia. Dalam suatu negara hukum 
yang lahir dari konstitusionalisme harus bercirikan :32  
(1) adanya perlindungan HAM,  
(2) adanya peradilan yang bebas dan  
                                                             
31 C.S.T. Kansil. Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta. 2000, hal. 216 
32 Ashiddiqie Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). 
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(3) adanya asas legalitas.  
Hukum konstitusi membentuk hierarki norma, dan hirarki ini juga 
mengkondisikan interpretasi konstitusi. Akibat langsung dari hak asasi manusia 
misalnya membentuk satu hubungan hierarkis diantara teks konstitusi. Satu hirarki 
dalam konstitusi (intraconstitutional hierarchies)  lebih  rumit,  tetapi  hukum  
menyiratkan satu  status  yang  istimewa  bagi  hak konstitusi. 
Teks konstitusi bisa dianggap terlebih dahulu memproklamasikan HAM, 
sebelum membentuk  lembaga  negara  dan  sebelum  fungsi-fungsi  Pemerintahan  
dibagikan  kepada lembaga-lembaga negara. Akibat pendirian ini, HAM dilihat oleh 
sarjana hukum dan banyak hakim  memiliki  satu  eksistensi  juridis  yang  lebih  awal  
dan  bebas  dari  negara. 
Doktrin menyatakan bahwa norma HAM merupakan satu jenis normativitas 
suprakonstitutional (supraconstitutional  normativity)  yang membuat  mereka  
(setidaknya  sebagian  dari  padanya) kebal terhadap perubahan melalui revisi 
konstitusi. Ini melekat dalam posisi hukum alam, meskipun hukum alam sangat jarang 
dikemukakan sebagai alasan. Status istimewa hak asasi ini, tentu saja, ditegakkan oleh 
ketentuan yang mengaturnya, meskipun terjadi perubahan konstitusi. 
Konstitusi-konstitusi yang mengadopsi prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, 
setidaknya telah mendorong pada suatu idealitas sistem politik (ketatanegaraan) yang 
bertanggung jawab pada rakyatnya, karena menegaskannya dalam hokum dasar atau 
tertinggi di suatu Negara.33 
Konstitutionalisme HAM yang berwujud pada upaya penyejahteraan hak-hak 
warga negara, belum cukup bila dipahami secara tekstual. Tetapi harus dilihat pula 
                                                             
33 Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2005) “Konstitusionalisme dan HAM: Konsepsi Tanggung Jawab Negara 
dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. 
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bagaimana aras tafsir konteks dan implementasi tekstual yang melandasi pemerintah 
dalam menjalankan mandat konstitusinya.34 
Kegagalan memaknai dan menerjemahkan konstitusionalisme dalam kebijakan 
dan tindakan nyata akan melahirkan banyak masalah serius, tidak bisa menghapuskan 
masalah kemiskinan ekonomi, atau diskriminasi sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan 
politik, sehingga memudahkan penguasa pada kerakusan, korupsi dan pada akhirnya 
menggampangkan untuk membatasi dan mencerabut hak-hak dasar warga negaranya. 
konstitusi-konstitusi modern di dunia, ditandai, salah satunya oleh penegasan 
atau pengaturan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia. Konstitusi-konstitusi 
yang mengadopsi prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, setidaknya telah mendorong 
pada suatu idealitas sistem politik (ketatanegaraan) yang bertanggung jawab pada 
rakyatnya, karena menegaskannya dalam hukum dasar atau tertinggi di suatu negara.  
Di sinilah sesungguhnya konteks relasi negara-rakyat diuji, tidak hanya dalam 
bentuknya yang termaterialkan dalam konstitusi sebuah negara, tetapi bagaimana 
negara mengimplementasikan tanggung jawabnya atas penghormatan, perlindungan, 
dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. 
Indonesia yang memiliki konsepsi hak-hak asasi manusia dalam hukum dasarnya 
sejak tahun 1945, menunjukkan adanya corak konstitutionalisme yang dibangun dan 
terjadi konteksnya pada saat menginginkan kemerdekaan atau lepasnya dari penjajahan 
suatu bangsa atas bangsa lain, atau bisa disebut memiliki corak konstitutionalisme yang 
anti kolonialisme.  
Dalam Undang-Undang Dasar sendiri menegaskan :  
                                                             
34 Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2005) “Konstitusionalisme dan HAM: Konsepsi Tanggung Jawab Negara 
dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. 
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“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab 
itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan 
perikemanusiaan dan perikeadilan.”35  
Alinea tersebut merupakan penanda, bahwa bangsa Indonesia sedang 
berkeinginan membawa rakyatnya terbebas dari segala bentuk penjajahan, dengan 
harapan lebih mengupayakan terciptanya sendi-sendi kemanusiaan dan keadilan. 
Konsepsi ini merupakan konsepsi awal, dimana penegasan hak-hak asasi manusia 
ditujukan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang saat itu baru merdeka, tetapi 
ditujukan untuk seluruh bangsa di dunia ini. 
Oleh karena itu, hak konstitusional warga negara harus di jamin dalam konstitusi 
sebagai bentuk pengakuan HAM serta adanya peradilan yang independen tidak 
terpengaruh oleh penguasa dan segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas 
hukum. 
  Artinya, yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat 
pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia  itu berbeda dari 
pengertian hak warga negara. Namun, karena hak asasi manusia itu telah tercantum 
dengan tegas dalam UUD 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional 
setiap warga Negara. 
 
 
                                                             
35 Undang Undang Dasar, Pembukaan Alinea Pertama 
25 
 
D.  Gambaran Umum Penyandang Disabilitas di Kota Makassar 
Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, 
intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan 
berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka 
dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.36  
Dalam pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai 
penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan seperti yang 
disebutkan di atas dan memiliki hambatan lantaran tidak mendapatkan kesetaraan atau 
yang biasa disebut sebagai aksesibiltas. 
Berikut beberapa definisi mengenai tunanetra: 
1. Tunanetra menurut Departemen Sosial   
Tunanetra menurut Departemen Sosial adalah sesorang yang tidak dapat 
menggunakan indera penglihatannya untuk melkaukan aktifitas sosial secara 
normal.  
2. Tunanetra menurut Departemen Pendidikan Nasional (yang sekarang 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)  
Tunanetra adalah seseorang yang masih berusia sekolah dengan mata yang 
tidak dapat melihat tulisan di papan tulis atau buku cetak secara normal.  
3. Tunanetra menurut Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) 
Tunanetra menurut Pertuni adalah seseorang yang tidak memiliki penglihatan 
sama sekali (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan 
tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa 
berukuran 12 font dalam keadaan cahaya normal meski dibantu dengan 
kacamata (kurang awas). 
                                                             




4. Tunanetra Menurut BPS  
BPS menilai seseorang sebagai tunanetra berdasarkan keterangan dari yang 
bersangkutan sendiri sebagai informan prime atau dari unsure keluarga sebagai 
informan sekunder, keterangan mana dicatat oleh petugas atau dituliskan oleh 
informan dalam formulir.37    
Jika merujuk pada kerancuan atau invaliditas data seperti itu, amal populasi 
penyandang disabilitas cukup banyak yang didasarkan pada estimasi dan inipun lagi-
lagi berbeda dari instansi yang satu dengan instansi lainnya.  
Estimasi WHO menentukan jumlah populasi penyandang disabilitas adalah 10% 
dari total penduduk. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2004 adalah 218.868.791, 
jadi jumlah populasi penyandag disabilitas menurut WHO adalah 218.868.791 X 10/100 
= 21.886.879, sedangkan estimasi Departemen Sosial terhadap populasi penyandang 
disabilitas di Indonesia adalah 3,11% dari total penduduk. Dengan demikian maka 
jumlah populasi penyandang disabilitas di Indonesia tahun 2004 adalah 218.868.791 X 
3,11/100 = 7.037.681. 
Hal inilah yang kerap mengundang keprihatinan bagi penyandang disabilitas 
maupun beberapa komunitas yang giat menyuarakan hak-hak konstitusional para 
penyandanag disabiltas. 
Pasalnya, beberapa hal yang harusnya menjadi hak para penyandang disabilitas 
malah terabaikan akibat sikap kurang pedulinya pemerintah, bahkan beberapa lapisan 
masyarakat sekalipun yang kerap melakukan sikap diskrimintatif kepada mereka. 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2004, diketahui jumlah 
penyandang cacat di Indonesia adalah 6.571.556 jiwa dengan sebaran menurut 
kalsifikasinya, adalah: 
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a. Tunanetra 1.810.829 orang 
b. Tunarungu wicara 1.745.609 orang 
c. Tunagrahita 2.811.173 orang 
d. Tunadaksa 203.955 orang. 
Sulawesi Selatan adalah provinsi terbanyak keempat dengan jumlah 270.182 jiwa 
dan Kota Makassar dihuni 2.250 orang penyandang disabilitas (disabilitas tubuh, 
disabilitas netra, disabilitas ganda). 
Berdasarkan hal riset terhadap penyandang disabilitas pada tahun 1999-2000, 
maka 43% adalah penduduk usia sekolah 5-18 tahun atau urang lebih 628.343 anak. 
Pada tahun 1999-2000 hanya 46.063 anak yang terdaftar atau kurang lebih dari 10% 
walau tidak diketahui jumlah penyandang disabilitas yang ada di sekolah umum.38 
Berdasarkan hasil susenas (Modus Sosial Budaya) tahun 2000 dapat diketahui 
bahwa kecacatan dapat terjadi karena berbagai factor yaitu bawaan sejak lahir, akibat 
kecelakaan/korban kriminalitas atau bencana alam dan juga karena penyakit. 
Dibandingkan dengan penyebabkecacatan lainnya, bwaan sejak lahir merupakan 
penyebab kecacatan tebanyak (44,88%). Adapun pemenuhan hak atas pendidikan 
penyandang disabilitas masih memprihatinkan, karena sebanyak 43,17% tidak/belum 
pernah sekolah, sedangkan penyandang disabilitas yang berhasil menamatkan 
pendidikan pada tingkat atau sederajat SMU hanya 7,45 %.  
Sementara itu, penyandang disabilitas yang mengikuti kursus keterampilan hanya 
1,34% dengan jenis kursus terbanyak yang diikuti adalah pertukangan dan kerajinan. 
Ditinjau dari aktivitas social ekonomi, presentase penyandang disabilitas berumur 
5-18 tahun yang sudah membantu penghasilan orangtua sebanyak 13,66%, terdiri atas 
7,96% di perkotaan dan 16,86% di pedesaan. Sementara penyandang disabilitas 
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Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum Unhas 
28 
 
berumur 10 tahun ke atas yang tidak bekerja/mencari pekerjaan, tidak sekolah dan tidak 
mengurus rumah tangga adalah sebanyak 52,4%.  
Hal ini dikarenakan disabilitas yang melekat pada dirinya membatasi ruang gerak 
dan kebebasannya untuk melakukan kegiatan yang meminta pertanggungjawaban untu 
memperoleh pekerjaan dan berada di rumah dan mengurus rumah tangga. Hanya 
31,26% penyandang disabilitas yang bekerja, sedang yang mengurus rumah tangga 
sekitar 11,66%. 
Padahal, demi bertahan hidup penyandang disabilitas membutuhkan pekerjaan 
dan penghidupan yang layak agak bisa bertahan di tengah peliknya kehidupan. 
Kesempatan bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak, tercantum dalam UU 
No. 4 Tahun 1997 Bab 5 Pasal 6, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas juga 
berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan 
derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya. 
Dari jumlah penyandang disabilitas yang bekerja, 53,96% sebagai buruh dan 
menerima upah dari sketor swasta, sedang yang menjadi buruh dengan penghasilan 
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E.  Hak Penyandang Disabilitas dan Ruang Lingkupnya 
Berlatar dari gambaran umum tentang penyadang disabilitas, yang baik secara 
fisik maupun mental mengalami gangguan atau biasa disebut dengan disfugsi.  
Kekurangan inilah yang biasa dirasakan oleh penyandang disbailitas sebagai 
sebuah diskriminasi sehingga kerap memperoleh perlakuan yang tidak manusiawi. 
Padahal, seyogyanya penyandang disabilitas diperlakukan layaknya manusia biasa. 
Walau sebetulnya, diskriminasi juga kerap lahir karena perbedaan ideologi oleh 
beberapa kelompok tertentu. Namun, hal ini tidak berlaku bagi penyandang disabilitas. 
Mereka memperoleh perlakuan diskriminatif lantaran karena mereka berbeda secara 
fisik maupun mental. 
Secara konseptual, diskriminasi umumnya terjadi apabila terdapat suatu 
kelompok atau golongan yang secara formal maupun informal berkedudukan lebih 
tinggi, atau lebih mapan secara materi, ataupun memiliki kuasa atas suatu kaum. Akibat 
ini semua, maka kelompok tertentu merasa marah karena kelompoknya diinjak-injak. 
Natan Lerner pernah mengemukakan bahwa berbagai macam perlakuan yang 
tidak manusiawi yang dialami oleh kelomppok tertentu, awalnya dimulai dari 
persangkaan buruk, pengabaian dan hingga sampai pada kebencian yang didasarkan 
atas pembedaan etnis, ras, atau warna kulit. 40 
Persoalan tersebut di atas, dapat timbul di berbagai kelompo masyarakat dalam 
bentuk kekerasan yang sama dengan dimulainya perlakuan yang berdasarkan 
pembedaan dengan target kelompok yang tidak berdasarkan etnis, ras, budaya, suku 
dan bahasa.  
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Kelompok yang dimaksud di sini adalah anak-anak, perempuan penydandang 
disabilitas, orang lanjut usia,buruh, dan kelompok masyarakat adat terutama suku 
terasing.41 
Diskrimiasi yang sama pernah ditemukan dalam kaitan relasi antara Pribumi dan 
Tionghoa di Indonesia, diskriminasi oleh kelompok mayoritas terhadap kaum minoritas. 
Akar sosiologis yang menimbulkan diskriminasi adalah: 1. Adanya dua kelompok yang 
secara terpisah menguasai sector kehidupan dalam masyrakat; 2. Kebudayaan yang 
berbeda, termasuk perbedaan agama. 
Selama ini pemerintah Indonesia belum sungguh-sungguh membiasakan dan 
menerima tanpa reserve akan kondisi kebhinekaan bangsanya. Walaupun Indonesia 
kerap kali disebut-sebut sebagai bangsa yang damai kendati diisi dengan berbagai 
perbedaan suku, budaya, agama dan ras. Namun, perlu diperhatikan bahwa promosi 
tersebut lebih terkesan sebagai retorika politik dan kurang mencerminkan kondisi 
sesungguhnya.  
Kerangka perbedaan antara persamaan yang bersifat alamiah, bersifat social, 
dan persamaan secara hukum sesungguhnya akan menghasilkan teori alamiah. Untuk 
persamaan yang alamiah, ditegaskan bahwa tidak ada persamaan di antara manusia 
dalam tradisi alamiah, kecuali bebeapa segi dalam hal bentuk dan pembawan asalnya 
(fitri). Demikian pula, bahwa tidak ada persamaan social, mengingat manusia itu 
berbeda-beda tingkat kekayaannya, kemuliaannya, asal-usul maupun keturunannya. 
Berbeda halnya dengan persamaan alamiah dan persamaan social, persamaan 
secara hukum dan perundang-undangan terletak pada persamaan seluruh manusia di 
depan hukum (undnag-undang), bukan saja dari segi hak-haknya, tetapi juga dari segi 
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kewajiban dan perlindungan hukumnya. Persamaan inilah yang ditetapkan dalam 
berbagai konstitusi dan hukum positif dalam negeri serta dalam hukum internasional.42 
Persoalan diskriminasi ini tentunya tidak seharusnya terjadi. Penyandang 
disabilitas sama saja dengan manusia biasanya yang memerlukan kondisi lingkungan 
yang sehat dan tidak berada dalam kungkungan ketakutan akibat diksriminasi yang 
berkepanjangan. 
Padahal, manusia selayaknya manusia berhak mendapatkan perlakuan yang 
manusiawi. Juga bagi penyandang disabilitas yang harus diperlakukan sama dengan 
yang lainnya. 
Minoritas bukan menjadi alasan penyandang disabilitas untuk mendapatkan 
perlakuan diskriminatif. Penyandang disabilitas juga tak jarang menorah prestasi di 
Indonesia, sama dengan nondisabilitas. 
Pelembagaan istilah kelompok khusus terutama penyandang disabilitas, memiliki 
konsekuensi secara sosioyuridis khususnya pada soal hak dan kedudukan dalam 
struktur social. Hal ini telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendefinisikan hak-hak 
kelompok khusus dengan berbagai pendekatan. 
Salah satu bentuk pengkongkretan hak kelompok khusus dimaksud dari sudut 
hukum, dapat dijumpai pada memorandum yang dipersiapkan oleh Sekretaris Jenderal 
PBB 1950. Dalam memorandum tersebut antara lain ditegaskan bahwa interpretasi 
harfiah sudah tidak relevan untuk kondisi tertentu yang mana definisi mengenai elompok 
khusus sudah berkembang hingga kepada setiap jenis komunitas dalam suatu Negara. 
                                                             
42 Jayadi Damanik, Advokasi Dalam Rangka Perlindungan, Pemenuhan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia, 
(Makalah dalam Rakernas Pertuni, Januari 2007, Jakarta), hal:3  
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Komunitas yang dimaksud dapat saja keluarga, kelas sosial, kelompok secara 
kultural, dan lainnya. Oleh karena itu memorandum tersebut lalu menyatakan bahwa 
dibutuhkan definisi tertentu yang dapat memuat pengertian tentang komunitas yang 
membedakannya dengan kelompok penguasa.
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F. Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Kota Makassar 
Pemerintah kota Makassar sebagai bagian pemerintah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan masyarakat Indonesia, menghormati, menghargai dan 
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia untuk membangun dan mewujudkan 
pemerintahan yang bersifat demokratis dan hendak menyelenggarakan keadilan sosial 
sekaligus menunjukkan komitmennya terhadap konvesi Hak-Hak Penyandang 
Disabilitas dan perikemanusiaan sebagaimana pula diamanatkan dalam Pasal 28A, 28B 
(2), 28C, 28D, 28G, 28H, 28I UUD 1945. 
Makna filosofis, yuridis, dan sosiologis dari pernyataan pada The Convention Of 
The Human Rights Of Persons With Disabilities tersebut di atas sejalan dengan spek 
ideologis bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan Peraturan Perundang-
Undangan dan selaras denga keinginan pemerintah kota Makassar untuk secara terus 
menerus menegakkan dan memajukan perlindungan dan jaminan HAM dalam 
kehidupan bermasyarakat, sebagaimana ditetapkan dalam dua dari lima program 
pembangunan kota Makassar. 
Sekalipun kewajiban menghormati HAM tersebut, tercermin dalam Pembukaan 
UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal, terutama berkaitan dengan persamaan 
kedudukan warga Negara dalam hukum dan pemeintahan, pendidikan dan pegajaran, 
namun kenyataannya menunjukkan baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya. 
                                                             
43 Ruswiati Suryasaputra, 2006,  Perlindungan Hak Asasi (Bagi kelompok khusus Terhadap Diskriminasi dan 




Namun, salah satu persoalan social yang dihadapi Pemerintah Kota Makassar 
dimulai dari pendataan. Berbagai institusi melakukan pendataan dengan istilah-istilah 
disabilitas yang berbeda-beda dan jumlah yang tak pasti. Ada juga dengan metode 
estimasi. Misalnya, dalam istilah ada yang memakai orang dengan gangguan 
penglihatan, orang dengan kecacatan, orang dengan kesulitas mendengar dan di 
organisasi disabilitas dikenal tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, dan tuna grahita. 
Sedangkan hasil metode estimasi juga ada perbedaan. Misalnya WHO memberi 
estimasi 5-10% dari populasi penduduk adalah penyandang disabilitas. Kemensos 
member estimasi 3,11% dan organisasi disabilitas member estimasi 0,9-1%. Kalau 
berdasarkan estimasi mengindikasikan ketidakakuran data yang mengakibatkan 
program-program pemerintahtidak sesuai dengan kebutuhaan dan berhasil dengan baik. 
Berdasarkan pendataan hasil kerja sama Departemen Sosial RI dan Surveyor 
Indonesia pada tahun 2008 adalah terdapatnya jumlah penyandang disabilitas (34.510 
orang) di Propinsi Sulawesi Selatan yang tersebar di 24 kota/kabupaten. Sedangkan 
populasi penyandang disabilitas yan terdata di kota Makassar sebanyak 2.250 orang 
yang terdiri atas 1.794 orang penyandang disabilitas fisik, 242 orang penyandang 
disabilitas mental dan 214 orang penyandang disabilitas fisik dan mental (ganda). 
Permasalahan yang kemudian lahir adalah aksesibiltas bagi penyandang 
disabilitas. Seperti biasa, aksesibiltas yang dimaksud adalah bangunan kesehatan, mal-
mal, kantor-kantor perusahaan, terminal, maupun pelabuhan dan bandara. Juga ada 
masalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelatihan, rehabilitasi, akses 
informasi dan teknologi, transportasi, politik, keamanan, hukum, dan olahraga. 
Penyandang disabilitas di Kota Makassar yang jumlahnya 2.250 orang memerlukan 




G. Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas 
Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang 
Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan 
diatur mengenai fasilitas dan aksesibilitas yang layak bagi penyandang disabilitas. 
Bangunan yang dimaksud memberikan keselamatn, kemudahan, kegunaan dan 
kemandirian bagi pengguna, sehingga tidak hanya bagi non-disabilitas, tapi juga bagi 
penyandang disabilitas. 
Berikut beberapa gambar yang teruang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 30/PRT/M/2006: 
A. JALUR PEDESTRIAN DAN JALUR PEMANDU
 
Gambar : Prinsip Perencanaan Jalur Pemandu 
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Gambar : Tipe Tekstur Ubin Pemandu 
 
 









Gambar : Susunan Ubin 















Gambar : Handrail 
 
Gambar : Kemiringan RAM 
 
Gambar : Bentuk RAM yang Direkomendasikan 
 




Gambar : Prinsip Perencanaan Jalur Pemandu 
 





























Gambar : Potongan Lift 
 
Gambar : Indokator Pemanggil Gambar : Tombol Pemanggil 
 
 





















































































A. SAKLAR DINDING 
 
B. SAKLAR KAKI 
 
C. SAKLAR BERJAJAR  
 









Gambar : Akses Untuk 
Ruang Kursi Roda Untuk 
Keluar  
Dari Gedung Dengan 
Searah Arus Keluar 
 
 
Gambar : Akses Untuk 
Ruang Kursi Roda Untuk 
Keluar  
Dari Gedung Dengan 











































































SIMBOL TUNA RUNGU 
GAMBAR P-3 
 



























































































PELETAKAN RAMBU SESUAI JARAK 



































PERLETAKAN RAMBU SESUAI 




H. Rumusan Keadilan dan Penegakan HAM 
Secara umum, orang selalu mengatakan bahwa keadilan adalah 
mengembalikan atau meempatkan sesuatu kepada tempatnya. Atau memberikan 
kepada seseorang sesuai haknya. Keadilan merupaka suatu kalimat yang mudah 
diucapkan tetapi tidak mudah untuk dirumuskan atau dilaksanakan.44 
R.W.M. Dias dalam buku “Jurisprudence” berpandangan bahwa secara 
umum keadilan itu, didasarkan pada pengertian equality (persamaan). Di bidang 
perlakuan terhadap hukum harus diberikan perlakuan yang sama bagi setiap 
orang. Dalam kebijakan publik tidak dibenarkan adanya diskriminasi berdasarkan 
gender, status sosial, atau keyakinan agama.45 
Para filsuf Neo-Kant,46 yang menyadari relativitas keadilan, memandang 
bahwa hukum positif harus dipisahkan dari cita keadilan. Pandangan ini muncul 
karena mereka tidak berhasil meletakkan patokan-patokan tentang keadilan. 
Sementara filsafat yang menjadikan pengetahuan tentang keadilan sebagai 
persoalan naluri atau hati nurani. Jadi, keadilan bagi mereka hanya masalah 
prinsip kebijkan, kebaikan atau semata-mata dalam kekuasaan manusia. 
Munculnya, problem ini pada akhirnya membawa pada rumusan cita-cita 
keadilan berhubungan dengan peradaban. Pada dasarnya keberalkuan undang-
undang bukan semata-mata karena terpenuhinya unsur keadilan, melainkan 
                                                             
44 Dr. Taufiqurrahman SYahuri, S.H., M.H., Op.cit hlm 97 
45
 R.M.W. Dias, jurisprudence, Edisi kelima, London: Butterworths, 1985, hlm.208 
46 W. Friedman, Teori dan FIlsafat Hukum . a.b Muhammad Arifin, Jakarta: Rjawali, 1990, hlm. 119. 
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karena adanya unsur sanksi. Kepatuhan seseorang atas suatu peraturan hukum 
itu lebih utama karena peraturan hukum itu bersifat memaksa. 
Namun, meski demikian adanya, dalam suatu masyarakat yang 
menjunjung tinggi nilai demokratis, peraturan hukum yang dianggap oleh 
masyarakat bertentangan dengan keadilan, akan menghadapi protes keras dari 
masyarakat sehingga efektivitasnya akan terganggu. 
Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat terbentuk 
berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana telah dinyatakan dalam prinsip-
prinsip Piagam PBB yang mengakui martabat dan harkat yang melekat dan hak-
hak yang setara dan tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia 
sebagai dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Dalam 
konvensi ini, PBB menegaskan kembali tentang makna universalitas, sifat tidak 
terbagi-bagi, kesalingtergantungan dan kesalingterkaitan antara semua hak asasi 
manusia dan kebebasan mendasar dan kebutuhan orang-orang penyandang 
cacat untuk dijamin sepenuhnya penikmatan atas hak asasi manusia dan 
kebebasan mendasar tersebut tanpa diskriminasi. 
Konvensi ini mengakui pentingnya prinsip-prinsip dan panduan-panduan 
kebijakan yang termuat dalam Program Aksi Dunia tentang Penyandang Cacat 
dan dalam Peraturan Standar tentang Penyetaraan Kesempatan bagi 
Penyandang Cacat yang mempengaruhi pemajuan, pembentukan dan evaluasi 
kebijakan, perencanaan, program-program dan aksi-aksi di tingkat nasional, 
regional dan internasional demi memajukan penyetaraan kesempatan bagi 
58 
 
penyandang cacat. Di dalam pengaturannya, Konvensi menekankan pentingnya 
pengarusutamaan persoalan-persoalan penyandang cacat sebagai bagian yang 
integral dalam strategi-strategi pembangunan berkelanjutan dan mengakui bahwa 
diskriminasi terhadap setiap orang atas dasar kecacatan adalah pelanggaran 
terhadap martabat yang melekat dan harga diri setiap manusia. 
Selain hal tersebut di atas, Konvensi ini juga mengakui pentingnya 
aksesibilitas terhadap lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya terhadap 
pelayanan kesehatan dan pendidikan serta terhadap informasi dan komunikasi 
untuk memampukan orang-orang penyandang cacat agar dapat menikmati semua 
hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. 
Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat atau CRPD 
mempunyai tujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan 
semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara 
oleh semua orang penyandang cacat dan untuk memajukan penghormatan atas 
martabat yang melekat pada diri mereka. Orang-orang penyandang cacat 
termasuk mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual atau sensorik 
jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat 
merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif 
berdasarkan pada asas kesetaraan. 
Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Internasional Hak-Hak 
Penyandang Cacat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, meliputi : 
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1.  penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk 
kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang; 
2.  nondiskriminasi; 
3.  partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat; 
4.  penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang 
cacat sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan; 
5.  kesetaraan kesempatan; 
6.  aksesibilitas; 
7.  kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan 
8.  penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari anak-anak penyandang 
cacat dan penghormatan atas hak anak-anak penyandang cacat untuk melindungi 
identitas mereka. 
Konvensi ini juga mengatur mengenai kewajiban-kewajiban umum yang harus 
dilaksanakan yang dimuat dalam Pasal 4, yaitu : 
1.  negara-negara pihak berkewajiban untuk menjamin dan memajukan 
pemenuhan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar semua orang 
penyandang cacat tanpa diskriminasi atas dasar kecacatan mereka; 
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2.  berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, setiap negara pihak 
berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah dengan semaksimal mungkin 
menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia serta dalam kerangka kerja 
sama internasional ketika diperlukan dengan tujuan untuk mencapai realisasi 
penuh hak-hak tersebut secara progresif tanpa prasangka terhadap kewajiban-
kewajiban yang tercantum dalam Konvensi ini yang harus segera diterapkan 
berdasarkan hukum internasional; 
3.  dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan maupun kebijakan untuk 
melaksanakan Konvensi ini serta dalam proses-proses pengambilan keputusan 
lainnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan mengenai orang-orang 
penyandang cacat, negara-negara pihak harus berkonsultasi secara dekat dan 
terlibat secara aktif dengan orang-orang penyandang cacat, termasuk anak-anak 
penyandang cacat melalui organisasi-organisasi perwakilan mereka; 
4.  tidak satu pun dalam Konvensi ini yang akan mempengaruhi ketentuan-
ketentuan yang lebih kondusif bagi realisasi hak-hak orang-orang penyandang 
cacat yang tercantum dalam hukum negara pihak atau hukum internasional yang 
berlaku bagi negara tersebut serta tidak boleh ada pembatasan apa pun atau 
derogasi terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang diakui oleh 
negara pihak pada Konvensi ini menurut hukum, konvensi-konvensi, peraturan 
atau kebiasaan dengan alasan bahwa Konvensi ini tidak mengakui hak-hak atau 
kebebasan-kebebasan tersebut atau bahwa negara pihak mengakui hak-hak dan 
kebebasan-kebebasan tersebut hanya pada tingkatan tertentu; dan 
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5.  ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini berlaku untuk semua bagian di 
negara-negara bagian tanpa pembatasan atau pengecualian apa pun. 
Perlindungan hak-hak Penyandang Cacat dalam Konvensi ini dimuat secara rinci 
dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 30 yang terdiri dari ketentuan mengenai : 
1.  kesetaraan dan nondiskriminasi; 
2.  perempuan Penyandang Cacat; 
3.  anak-anak Penyandang Cacat; 
4.  peningkatan kesadaran; 
5.  aksesibilitas; 
6.  hak hidup; 
7.  situasi-situasi beresiko dan darurat kemanusiaan; 
8.  pengakuan yang setara di hadapan hukum; 
9.  akses atas peradilan; 
10. kebebasan dan keamanan seseorang; 
11. kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, 
tidak manusiawi atau merendahkan martabat; 
12. kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan penganiayaan; 
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13. perlindungan terhadap integritas seseorang; 
14. kebebasan bergerak dan kebangsaan; 
15. hidup mandiri dan keterlibatan dalam masyarakat; 
16. mobilitas personal; 
17. kebebasan berekspresi dan berpendapat serta akses terhadap informasi; 
18. penghormatan terhadap privasi; 
19. penghormatan terhadap rumah dan keluarga; 
20. pendidikan; 
21. kesehatan; 
22. habilitasi dan rehabilitasi; 
23. pekerjaan; 
24. standar kehidupan yang layak dan jaminan sosial; 
25. partisipasi dalam kehidupan politik dan publik; dan 
26. partisipasi dalam kehidupan budaya, rekreasi, waktu luang dan olah raga. 
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Untuk pelaksanaan ketentuan yang sudah diatur di dalamnya, Konvensi ini 
memberikan batasan-batasan yang harus dilaksanakan oleh negara pihak 
sebagaimana ketentuan Pasal 33 yang meliputi : 
1.  negara-negara pihak, sesuai dengan sistem organisasi mereka, harus 
merancang satu atau lebih focal points dalam pemerintahan mereka untuk 
persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi ini dan harus 
diberikan pertimbangan bagi pembentukan atau pembuatan suatu mekanisme 
koordinasi di dalam pemerintahan untuk memfasilitasi tindakan yang berkaitan di 
berbagai sektor dan di berbagai tingkatan yang berbeda; 
2.  negara-negara pihak, sesuai dengan sistem hukum dan administrasi mereka, 
harus mempertahankan, memperkuat, merancang atau membentuk suatu 
kerangka kerja di dalam Negara Pihak termasuk satu atau lebih mekanisme 
independen sebagaimana diperlukan untuk memajukan, melindungi dan 
memonitor pelaksanaan Konvensi ini. Ketika merancang atau membentuk 
mekanisme tersebut, negara-negara pihak harus mempertimbangkan prinsip-
prinsip yang berkaitan dengan status dan fungsi institusi nasional bagi 
perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia; dan 
3.  masyarakat sipil, khususnya orang-orang penyandang cacat dan organisasi-





Indonesia meratifikasi The Convention on The Rights of Persons with 
Disabilities (CRPD) berdasar pada kewajiban negara pihak dalam menjamin dan 
memajukan pemenuhan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar 
semua orang cacat tanpa diskriminasi atas dasar kecacatan mereka, dimana 
Indonesia merupakan salah satu dari 153 negara yang telah menandatangani 
konvensi tersebut. 
Pasal 4 ayat (1) Konvensi Internasional Penyandang Cacat menyebutkan bahwa 
negara-negara pihak mempunyai kewajiban untuk : 
1.  mengadopsi semua langkah legislatif, administratif dan lainnya untuk 
pelaksanaan semua hak yang diakui dalam Konvensi ini; 
2.  mengambil semua langkah yang layak, termasuk peraturan untuk memperbaiki 
atau menghapuskan hukum, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif 
terhadap orang-orang penyandang cacat; 
3.  untuk mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia 
orang-orang penyandang cacat dalam semua kebijakan dan program; 
4.  untuk menghindari keterlibatan dalam tindakan atau praktik apa pun yang tidak 
sesuai dengan Konvensi ini dan untuk menjamin bahwa pihak berwenang publik 
dan institusi-institusi publik bertindak sesuai dengan Konvensi ini; 
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5.  untuk mengambil semua langkah yang layak untuk menghapuskan diskriminasi 
atas dasar kecacatan yang dilakukan oleh orang-orang, organisasi-organisasi atau 
perusahaan-perusahaan swasta mana pun; 
6.  untuk melakukan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang-
barang, pelayanan jasa, peralatan dan fasilitas-fasilitas yang dirancang secara 
universal sebagaimana didefinisikan dalam pasal 2 dari Konvensi ini yang 
mewajibkan adanya adaptasi yang seminimum mungkin dan biaya serendah 
mungkin untuk memenuhi kebutuhan khusus seorang penyandang cacat untuk 
memajukan ketersediaan dan kegunaan mereka serta untuk memajukan 
rancangan universal dalam pengembangan standar-standar dan panduan-
panduan; 
7.  untuk melakukan atau memajukan penelitian dan pengembangan, serta untuk 
memajukan ketersediaan dan penggunaan teknologi-teknologi baru termasuk 
teknologi informasi dan komunikasi, alat-alat bantu gerak, peralatan dan teknologi 
pendukung yang sesuai dengan orang-orang penyandang cacat dengan 
memberikan prioritas bagi teknologi-teknologi dengan biaya yang terjangkau; 
8.  untuk menyediakan informasi yang dapat diakses oleh orang-orang 
penyandang cacat mengenai alat-alat bantu gerak, peralatan dan teknologi 
pembantu termasuk teknologi-teknologi baru serta bentuk-bentuk perbantuan 
lainnya, pelayanan dan fasilitas pendukung; 
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9.  untuk memajukan pelatihan bagi para profesional dan staf yang bekerja 
dengan orang-orang penyandang cacat mengenai hak-hak yang diakui dalam 
Konvensi ini dengan tujuan untuk memberikan bantuan dan pelayanan 
sebagaimana dijamin oleh hak-hak tersebut. 
Setelah berjuang sekian lama untuk memperoleh payung hukum terhadap 
perlindungan hak penyandang disabilitas, Sidang Paripurna DPR yang dihadiri 
seluruh fraksi dan Komisi VIII sepakat mengesahkan Convention on the Right of 
Persons with Disabilities (CRPD/ Konvensi mengenai Hak Penyandang 
Disabilitas) menjadi undang-undang pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 
pukul 11.40 WIB. 
Saharuddin Daming, Komisioner Komnas HAM, menjelaskan bahwa sejarah 
perjuangan ratifikasi konvensi dimulai dengan pembentukan tim penyusun naskah 
akademis RUU oleh Komnas HAM pada tahun 2007. Setelah disahkan oleh 
Sidang Paripurna Komnas HAM pada tahun 2008, Saharuddin menyerahkan 
rancangan naskah akademis kepada Menteri Sosial. 
Menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sebagaimana dikutip dalam 
tulisan pada www.komnasham.go.id yang berjudul “Pengesahan Ratifikasi CRPD: 
Sejarah Baru Jaminan Perlindungan Hak PD di Indonesia”, pengesahan Konvensi 
mencerminkan komitmen dan kepedulian seluruh elemen bangsa bagi kemajuan 
hak asasi manusia khususnya terhadap kemajuan penyandang disabilitas yang 
wajib mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia serta merupakan 
tanggung jawab Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dalam 
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melindungi dan memajukan hak asasi manusia termasuk para penyandang 
disabilitas atau yang biasa dikenal dengan sebutan penyandang cacat. 
Menurut Marty, berdasarkan data PBB saat ini tercatat penyandang disabilitas di 
seluruh dunia sekitar 1 miliar jiwa atau sekitar 15% dari penduduk dunia yang 
sebagian besar berada di negara berkembang. Langkah yang harus ditempuh 
setelah pengesahan Konvensi menjadi Undang-Undang adalah melakukan 
perubahan peraturan perundangan yang berhubungan erat dengan kebutuhan 
penyandang disabilitas dan sudah berlaku di Indonesia untuk disesuaikan dengan 
Konvensi. 
Dengan ratifikasi tersebut, pemerintah harus menjamin hak-hak penyandang cacat 
yang diatur di dalam Konvensi, yakni hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan 
yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, bebas dari eksploitasi, 
kekerasan dan perlakuan semena-mena. Hak penyandang cacat lainnya adalah 
mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisik berdasarkan 
kesamaan dengan orang lain termasuk hak untuk mendapat perlindungan dan 
pelayanan sosial dalam rangka kemandirian. 
Teori keadilan yang menyatakan bahwa keadilan itu bersifat objektif atau 
pasti dan berlalu di mana-mana. Maka keadilan dlama pandangan ini adalah suatu 
yang objektif atau pasti dan berlaku tidak terbatas pada ruang dan waktu. 




Berikut, beberapa teori keadilan yang didefinisikan oleh beberapa filsuf: 
a. Plato 
Keadilan terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga bagian 
jiwa, yakni: bagian pikiran (logistikon), begian perasaan dan nafsu baik 
psikis maupun jasmani (epithumetikon), dan bagian rasa baik atau 
jahat (thumoeides).  
b. Aristoteles 
Bagi murid plato ini, keadilan dibagi dalam hukum alam dan hukum 
positif. Dengan ini untuk pertama kalinya muncul suatau pengertian 
hukum alam yang berbeda dari hukum positif. Hukum alam bagi 
Aristoteles adalah suatu hukum yang berlaku selalu dan di mana-mana 
karena hubungannya denga aturan alam. Adapun hukum positif 
seluruhnya bergantung dari ketentuan manusia. Misalnya, kewajiban 
hukum alam menghormati HAM, akan tetapi aplikasinya dalma praktik 
dibutuhkan ketentuan hukum positif yang dibuat manusia yang berupa 
peraturan perundang-undangan.47 
Secara konseptual, memahami HAM sebagai suatu pranata multi disipliner 
yang bersifat universal, tentu tidak hanya cukup menggali dari kajian historis dan 
sosiologis, tetapi ia juga perlu didekati dari sudut linguistik filosofis antara lain 
penggaliannya melalui telaah pendefinisian. 
 
                                                             





3.1 Lokasi Penelitian 
Dalam rangka pengumpulan data, informasi dan dasar-dasar hukum dalam 
penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian dilakukan pada: 
1. Dinas Sosial Kota Makassar 
2. Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) Sulawesi Selatan 
3.2 Populasi dan Sampel 
Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa 
teknik pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut : 
3.2.1 Penelitian Pustaka 
Penelitian pustaka (library research) merupakan suatu bentuk penelitian 
dalam pengumpulan data. Penelitian ini menitikberatkan pada pencarian 
data/informasi pada buku, artikel, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang 
relevan dengan penulisan penelitian ini.  
3.2.2 Akses Website dan Situs Resmi 
Jelajah internet juga menjadi bagian penting dalam mencari referensi. 
Sumber pustaka menjadi bagian penting dalam penyusunan penelitian. 
Penulis juga melakukan penelusuran sumber melalui internet. Elektronik 
Book dan artikel-artikel yang  memiliki hubungan dengan masalah yang dikaji 
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oleh penulis menjadi tambahan data. Hal ini dilakukan untuk melengkapi 
informasi dan data tambahan dalam penyusunan penelitian ini.  
3.2.3 Penelitian Lapangan 
Penelitian lapangan (Field Research) merupakan salah satu cara yang 
digunakan penulis untuk mendapatkan informasi selain melalui penelitian 
pustaka dan akses pada website resmi. 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian skripsi ini, penulis 
menggunakan dua jenis data yang bersumber dari: 
1. data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung 
dari sumber datanya. Data perimer tersebut disebut juga sebagai data 
asli atau data baru yang memiliki sifat up to date.  
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau dikumpulkan penulis 
dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder ini, penulis peroleh 
dari berbagai literatur-literatur yang ada yang terkait dengan 







3.4 Analisis Data 
Data yang diperoleh, lalu diramu dan diolah dalam bentuk metode 
dekskriktif kualitatif. Data, hasil penelitian serta analisanya diuraikan dalam tulisan 
ilmiah. Bentuk penulisan yang gunakan adalah narasi dekskriktif. Kemudian dari 
hasil analisis yang telah dilakukan diambil sebuah kesimpulan yang sekaligus 

















PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
A. Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar 
Pemerintahan Kota Makassar sebagai bagian dari pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan 
martabat setiap manusia demi menciptakan pemerintahan yang saling 
menghargai dan sekaligus menyelenggarakan keadilan sosial bagi seluruh warga 
Negara Indonesia. 
Secara ideologis, Indonesia adalah Negara Pancasila, yang terdiri atas 
aturan aturan yan termaktub dalam UUD1945 yang sejalan dengan pancasila dan 
mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan dan selaras dengan 
keinginan pemerintah Kota Makassar untuk terus menegakkan dan menjamin 
setiap hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. 
Sekalipun kewajiban menghormati dan menghargai hak asasi manusia 
telah tercermin dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal, terutama berkaitan 
dengan persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum dan pemerintahan. 
Pendidikan dan pengajaran. 
Namun, kenyataannya menunjukkan, baik dari aspek ekonomi, social, 
budaya maupun keamanan, keinginan pemerintah dan warga Kota Makassar 
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untuk menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat 
kemanusiaan masih menjadi permasalahan dalam menegakkan dan memajukan 
kesejahteraan yang berkeadilan social akibat tidak tersedianya instrument hukum 
yang sehat.  
Salah satu permasalahan social yang dihadapi Pemerintahan Kota 
Makassar adalah pendataan tentang jumlah penyandang disabilitas yang tersebar 
di Sembilan kecamatan.  
Pada tahun 2008-2012, Dinas Sosial Kota Makassar bersama Surveyor 
Indonesia mendapatkan data penyandang disabilitas sebanyak 34.510 orang di 
Propinsi Sulawesi Selatan dan sebanyak 2.250 orang yang terdiri atas 1.794 
orang penyandang fisik, 242 orang penyandang disabilitas mental dan 214 orang 
penyandang disabilitas fisik dan mental (ganda). Terdiri atas : 1.390 laki-laki (62%) 
dan 860 perempuan (38%). 
Berdasarkan kelompok umur, terbagi atas : 
 Kelompok umur 0-4 tahun  : 47 orang 
 Kelompokumur 5-17 tahun : 430 orang 
 Kelompok umur 18-60 tahun : 1.451 orang 





Berdasarkan status bekerja penyandang disabilitas : 
 Tidak bekerja   : 2.015 orang 
 Bekerja (formal dan informal) : 235 orang 
Berdasarkan tingkat pendidikan, tebagi atas  : 
 Tidak sekolah   : 1.583 orang 
 SD     : 297 orang 
 SMP     : 165 orang 
 SMA     : 176 orang 
 D1/D2     : 4 orang 
 D3     : 3 orang 
 S1     : 19 orang 
 S2/S3     : 3 orang 
Sedangkan bedasarkan Sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, jumlah 
penyandang disabilitas di Kota Makassar jauh lebih banyak, yakni sebanyak 
93.629 orang. 
Hal inilah yang kerap menjadi persoalan bagi pemerintah kota Makassar 
sendiri. Penyebabnya karena pendataan yang diperoleh oleh Dinas Sosial yang 
dihimpun dari beberapa instansi memiliki data yang berbeda. Berikut data yang 











1. Kesulitan Melihat 
(Disabilitas Netra) 
40.855 2.757 43.612 
2. Kesulitan Mendengar 
(Disabilitas Rungu/ 
Wicara) 
11.373 1.778 13.151 
3.  Kesulitan Berjalan 
(Disabilitas Daksa) 
10.901 2.686 13.587 
4. Kesulitan Mengingat/ 
berkomunikasi 
(Disabilitas Grahita) 
9.486 2.422 11.908 
5 Kesulitan Mengurus  Diri 
Sendiri (Disabilitas 
Ganda) 
8.786 2.585 11.371 
 JUMLAH 81.401 12.228 93.629 
 
Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang 
Cacat, yang dimaksud  penyandang  cacat adalah setiap orang yang 
mempunyai kelainan fisik, dan atau mental yang dapat mengganggu atau 
merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk  melakukan 
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kegiatan secara layaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, cacat mental, 
cacat fisik dan mental. Dalam undang-undang tersebut juga telah mengatur 
adanya kuota  1  (satu)  persen  bagi  penyandang  cacat  dalam  
ketenagakerjaan, artinya ada kewajiban bagi perusahaan untuk mempekerjakan 
1 orang penyandang cacat untuk setiap 100 orang pegawai. 
Meskipun undang-undang tersebut telah mengatur tentang kesamaan 
hak dan kedudukan penyandang  disabilitas,  tetapidalam kenyataannya 
implementasi undang-undang tersebut masih  mengalami berbagai hambatan. 
Beberapa hambatan  yang dialami antara lain: sampai saat ini belum ada data 
representatif yang menggambarkan jumlah dan karakteristik penyandang cacat; 
adanya stigma negatif tentang penyandang cacat yang menganggap mereka 
sebagai aib atau kutukan keluarga, sehingga menyembunyikan keberadaan 
mereka. 
Dalam  ketenagakerjaan  masih  banyak  yang menganggap bahwa 
penyandang cacat sama dengan tidak sehat, sehingga tidak dapat diterima 
sebagai pekerja karena syarat untuk menjadi pekerja salah satunya adalah sehat 
jasmani dan rohani. Selain itu, masalah aksesibilitas bagi penyandang cacat  
juga  masih  rendah.  Banyak  fasilitas  umum  yang  belum  ramah terhadap 
mereka, sehingga menghambat akses dan partisipasi mereka di berbagai  
bidang.  Mereka  juga  rentan  mengalami   diskriminasi   ganda, terutama 
penyandang disabilitas perempuan. 
Dalam  upaya  penyediaan  data  tentang  penyandang  cacat,  
Departemen Sosial telah melakukan survey/pendataan penyandang cacat. Dari 
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hasil survey di 24 provinsi tercatat ada sebanyak 1.235.320 penyandang 
cacat, yang terdiri   dari 687.020  penyandang  disabilitas laki-laki  dan  548.300 
penyandang cacat perempuan. Sebagian  besar  dari mereka hanya 
berpendidikan  tidak sekolah/tidak tamat SD sebesar  59,9%,  berpendidikan SD 
28,1 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada umumnya  
pendidikan  penyandang  cacat  masih rendah. Yang lebih memprihatinkan, 
sebagian  besar   dari mereka  tidak mempunyai keterampilan, sebanyak 1.099.007 
orang (89 persen). Dengan pendidikan yang rendah dan ketiadaan keterampilan, 
membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Ada sebanyak 921.036 
orang penyandang cacat yang tidak bekerja (74,6 persen). 
Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, maka upaya 
pemenuhan hak bagi penyandang cacat harus terus dilakukan, antara lain 
dengan terus melakukan  sosialisasi  undang-undang  dan  berbagai  
kebijakan/program terkait penyandang cacat, pemberdayaan penyandang cacat 
dan yang tidak kalah penting adalah mengubah persepsi negatif masyarakat 
tentang penyandang cacat. Jangan lagi menganggap mereka sebagai kelompok 
masyarakat yang hanya  menjadi  beban, tetapi mereka  merupakan 
kelompok masyarakat yang harus terus diberdayakan. 
Permasalahan penyandang disabilitas pada dasarnya adalah permasalahn 
yang sangat kompleks. Tidak hanya meyentuh tentang pendataan jumlah 
penyandang disabilitas, melainkan persoalah aksesibilitas yang turut 
mempengaruhi kelangsungan hidup mereka. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan 
masalah faktual yang tidak sesuai dengan aturan penyelenggaraan aksesibilitas 
bagi penyandang disabilitas Kota Makassar. 
Masalah faktual di lapangan menunjukkan: 
 Aksesibiltas Fisik : sebagai barometer implementasi aksesibiltas fisik di Kota 
Makassar bisa dilihat di Kota Makassar. Sekira 14 tempat di Kota Makassar 
yang sudah menyediakan aksesibiltas fisik walaupun belum memenuhi 
standar yang sesuai peraturan. Ke 15 tempat itu adalah: 
1. Kantor Gubernur Sulawesi Selatan 
2. Panti Sosial Bina Daksa Wirajay (PSBDW) Makassar 
3. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) 
4. Jalan Sudirman 
5. Masjid PU 
6. Masjid Raya 
7. Kantor Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Makassar 
8. Kantor Pos Besar di Jalan Slamet Riyadi 
9. SLB Pembina Parang Tambung 
10.  Madrasah Ibtidayyah Tambung 
11.  Karebosi Links 
12.  Hotel Horison 
13.  Rumah Sakit Grestelina 
14.  Bandara Sultan Hasanuddin 
15.  Universitas Hasanuddin 
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Dari banyaknya instansi pemerintahan maupun swasta, hanya -15 instansi 
tersebut, hanya segelintir yang tergolong memiliki aksesibilitas untuk penyandang 
disabilitas.  
Hal ini menunjukkan indikasi kurangnya kesadaran dan kepedulian baik di 
kalangan birokrat maupun masyarakat lainnya. Apalagi aksesibilitas di bidang 
transportasi. Sampai sekarang belum ada satupun angkutan umum (bus) yang 
menyediakan tempat duduk bagi penyandang disabilitas. 
Aksesibiltas non fisik : di bidang hukum, informasi, telekomunikasi, 
regulasi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya yang semuanya sangat 
menghambat peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.   
Berikut beberapa gambaran tentang pemenuhan aksesbilitas di Kota 
Makassar 
a. Tangga Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar 
Di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, tidak akses bagi penyandang 
disabilitas untuk naik ke lantai dua. Di tempat ini hanya disediakan 
akses bagi pejalan kaki.   






b. Counter di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
Di Counter yang terletak pada Lobby Kantor Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Makassar juga tidak tersedia fasilitas bagi pengguna kursi 
roda. Padahal, seyogyanya untuk menghargai dan memberikan ruang 
bagi penyandang disabilitas semestinya fasilitas tersebut disediakan. 
Lihat Gambar 2.  
c. Lift Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
Pada Lift tidak terdapat telepon darurat dan pegangan rambat di ketiga 
sisi lift. Padahal, seyogyanya, Lift digunakan sebagai alat mekanis 
elektris untuk membantu pergerakan vertical di dalam bangunan, baik 
yang digunakan khusus penyandang disabilitas maupun merangkap 
sebagai lift barang. 
Lihat Gambar 3.  
d. Tangga masuk ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah 
Pada gambar jelas tidak terdapat akses untuk penyandang disbailitas, 
hanya tangga yang disediakan oleh pemerintah kota Makassar. 
Lihat Gambar 4.  
e. Karebosi Link 
Di tempat ini, disediakan akses untuk pengguna kurso roda yang 
disertai dengan Ram. Ram adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang 
dengan kemiringan tertentu, sebagai alternative bagi orang yang tidak 
dapat menggunakan tangga.  
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Lihat Gambar 5.  
 
f. Karebosi Link 
Pada daerah ini, dilengkapi dengan akses untuk pengguna kursi roda 
yakni terdapat Jalur Pemandu, dimana jalur pemandu ini disediakan 
bagi penyandang disabilitas untuk berjalan dengan memanfaatkan 
ubin pengarah dan ubin peringatan.  
Lihat Gambar 6.  
 
g. Masjid Raya Makassar 
Pada tempat ini, terdapat akses untuk pengguna kursi roda, hanya 
saja akses yang tersedia sangat landai. 
Lihat Gambar 7. 
 
h. Kantor Gubernur Sulawesi Selatan 
Pada daerah ini, terdapat akses untuk pengguna kursi roda 
Lihat Gambar 8. 
Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas diupayakan 
berdasarkan kebutuhna penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat 




Penyediaan fisik dan non fisik antara lain sarana dan prasarana umum 
serta informasi yang diperlukan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh 
kesempatan yang sama, 
Hal ini dilakukan dengan maksud agar penyandang disbailitas dapat 
memperoleh dan memanfaatkan kesamaan kesempatan seperti anggota 
masyarakat lainnya dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan sehingga 
dapat menunjang mobilitas dan kemandirian penyandang disabiitas. 
 
Untuk tipe-tipe bangunan dengan penggunaan tertentu, diwajibkan pula  
untuk memenuhi persyaratan teknis tambahan dari ketentuan-ketentuan seperti 
telah disebutkan terdahulu, yaitu sebagai berikut:48 
 
 
1. JENIS BANGUNAN 
 
KETENTUAN MINIMUM 
Kantor Bank, kantor pos dan kantor jasa 
 
pelayanan masyarakat yang sejenis 
Paling sedikit menyediakan satu buah 
meja atau 
 
kantor pelayanan yang aksesibel 




Seluruh area perdagangan harus 
aksesibel 
Hotel, penginapan dan bangunan sejenis Paling sedikit 1(satu) kamar tamu/ tidur 
dari 
 
setiap 200 kamar tamu yang ada dan 
kelipatan darinya harus aksesibel 
                                                             
48
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan 
Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan 
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Bangunan pertunjukan, bioskop, stadion 
dan 
 
bangunan sejenis dimana susunan 
tempat duduk permanen tersedia 
Paling sedikit 2 (dua) area untuk kursi roda 
untuk 
 
setiap 400 tempat duduk yang ada 
dan kelipatannya yang sebanding 
harus tersedia 




Bangunan asrama dan sejenisnya Paling sedikit 1(satu) kamar, yang 
sebaiknya 
 
terletak pada lantai dasar, harus aksesibel 
Restoran dan tempat makan diluar 
ruangan 
Paling sedikit 1(satu) meja untuk setiap 10 
meja 
 
makan yang ada dan 










Ruang terbuka dan Penghijauan -  Menyediakan jalur pemandu masuk dan 
keluar 
 
pada ruang terbuka 
 
-   Menyediakan ram untuk masuk 
dan keluar untuk pengguna kursi 
roda 
 
3. KETENTUAN PARKIR 
 
KETENTUAN MINIMUM 
Bangunan parkir dan tempat parkir umum 
lainnya 




Lot parkir yang ada Lot parkir 
 
Aksesibel 






50 lot pertama 1 buah 
50 lot berukitnya 1 buah 
Setiap 200 lot 
 
Parkir yang ada 
1 buah 
 
3. KETENTUAN PARKIR 
 
KETENTUAN MINIMUM 
Bangunan – bangunan lain dimana 
masyarakat 
 
umum berkumpul dalam jumlah besar 
seperti pusat perdagangan swalayan, 
departemen store, dan bangunan 
pertemuan 
Tempat duduk untuk pengunjung 
penyandang 
 
cacat atau orang yang tidak sanggup 
berdiri dalam waktu lama atau area 
untuk kursi roda harus tersedia 
secara memadai 
 
Dengan beberapa gambaran mengenai kondisi bangunan dan gedung di 
Kota Makassar tersebut, memperlihatkan bahwa masih sangat sedikitnya akses 
yang diberikan pemerintah untuk penyandang disbailitas, hel tersebut bisa terlihat 
dari kondisi gedung dan bangunan. 
Tidak tercapainya cita-cita yang tertuang dalam Undang Undang No.4 
Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat mengindikasikan bahwa implementasi 
undang-undang tersebut tidak terlaksana maksimal. Selain itu, pemberian hak 
aksesibilitas bagi penyandang dsabilitas tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah 
Kota Makassar. 
Penulis juga menemukan hal yang mengindikasikan banyakanya aturan 
yang tidak berjalan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang 
disabilitas. Salah satunya, terdapat Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang 
Sistim Pendidikan Nasional dan PP No.43 tahun 1998, selanjutnya di tingkat 
propinsi sudah ada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2011 
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tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan, namun 
ternyata faktanya masih bayak penyandang disabilitas usia sekolah kurang 
memperoleh akses pendidikan. 
Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang 
memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan 
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan 
dan pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama 
dengan peserta didik pada umumnya. 
Sekolah regular yang ditunjuk sebagai inklusi sesuai SK Gubernur ada 
278 sekolah di 18 kota/kabupaten. Ternyata Makassar menjadi kota terbanyak 
yang dihuni 134 sekolah inklusif. Namun, beberpa akendala ditemukan oleh anak 
penyandang disabilitas, salah satunya adalah akses dan fasilitas sekolah yang 
tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. 
Padahal, pendidikan adalah salah satu jalan bagi masyarakat yang ingin 
memperbaiki kehidupan. Pendidikan adalah pemberi sumbangsih terbesar dalam 
kehidupan. Dengan pendidikan jendela dunia terbuka. Namun, hal ini terlihat 
diwadahi oleh pemerintah kota Makassar. 
Hanya sebagian besar saja yang mampu menikmati pendidikan, padahal 
pendidikan adalah hak bagi warga Negara. Selain itu, dari wawancara penulis 
dengan narasumber Ketua Perhimpunan Penyandang Cacat Indonesia di Kota 
86 
 
Makassar, manyatakan bahwa masih banyak penolakan siswa penyandang 
disabilitas di sekolah-sekolah regular non disabilitas.  
1. Bidang Pendidikan 
Permasalahan yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah 
terbatasnya akses untuk memperoleh pendidikan. Beberapa sekolah 
enggan menerima ana didik dari kalangan penyandang disabilitas. 
2. Bidang Pelatihan dan Rehabilitasi 
Biasanya, untuk pelatihan vokasional, penyandang disabilitas dilatih di 
panti-panti rehabilitasi atau Loka Bina Karya (LBK). Panti rehabilitasi yang 
tersedia di Makassar adalah Panti Sosial Bina Dhaksa Wirajaya yang 
merupakan UPT dari Kementrian Sosial . sedangkan LBK hanya tersedia di 
Jalan Abd. Dg. Sirua sudah berubah fungsi menjadi rumah dinas. Praktis, 
sekarang pemerintah tak memiliki fasilitas pelatihan untuk penyandang 
disabilitas.  
3. Bidang Kesadaran Publik 
Kebiasaan melanggar aturan, sudah bukan rahasia lagi di kalangan 
masyarakat. Seperti trotoar yang memasang rambu-rambu penyandang 
disabilitas (bergambar kursi roda). Namun, yang terjadi adalah para tukang 
becak yang malah memarkir kendaraan mereka di sekitar rambu. Yang 
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terjadi di sini adalah ketidakpahaman masyarakat dan kurangnya 
kesadaran akan hak orang lain. 
 
B. Mekanisme Dalam Pelaksanaan Dan Implementasi Aturan Aksesibilitas 
Penyandang Disabilitas   
Aksesibilitas adalah persoalan yang tidak hanya menimpa penyandang 
disabilitas. Berbagai kalangan juga turut merasakan miskinnya fasilitas yang 
terdapat di Kota Makassar. Fasilitas umum yang menjadi hak bagi setiap warga 
tidak dinikmati maksimal oleh warga Makassar. 
Penyandang disabilitas adalah warga Makassar yang memiliki kesamaan 
kesempatan, seperti keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang 
disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek 
kehidupan dan penghidupan. 
Menikmati fasilitas umum, baik gedung umum, kendaraan umum, maupun 
segala bentuk fasilitas yang disediakan untuk warga umum. Bangunan gedung 
adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat 
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah 
dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, 
baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan, 
kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 
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Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk 
kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi pendidikan, fungsi 
usaha, maupun fungsi sosial dan budaya. 
Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan 
untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam 
pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus 
dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting 
terhadap masyarakat dan lingkungannya. 
Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan 
gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari 
segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem 
Makassar adalah salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki 
sebanyak empat belas (14) kecamatan dan 47 Pusat Kesehatan Masyarakat 
(Puskesmas). Selama tahun 2013, Dinas Pekerjaan Umum melakukan rehabilitasi 
sebanyak 40 bangunan, yang terdiri atas kantor kecamatan, puskesmas dan 
kantor badan. 
Adapun proses pembuatan atau rehabilitasi bangunan dan gedung 
fasilitas umum berdasar atas Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dimiliki oleh 
Dinas Pekerjaan Umum. Namun, sebelum itu proses yang ditempuh terlebih dulu 
adalah instansi yang ingin bangunan atau gedung direhabilitasi melakukan 
perencanaan dan estimasi anggaran, lalu hasi perencanaan tersebut dikirim ke 
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Dewan Perwakilan Rakyat, setelah itu barulah intansi yang telah memperoleh 
anggaran bertemu dengan DInas Pekerjaan Umum (PU) 
Dalam rehabilitasi bangunan, Dinas PU hanya melakukan perbaikan pada 
bagian bangunan yang rusak dan berdasar atas KAK, bukan pada Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas 
dan Aksesibilitas. 
Padahal, jika saja Dinas PU berdasar atas aturan tersebut, sudah menjadi 
hal yang pasti jika pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dapat 
terpenuhi. Hal inilah yang menjadi persoalan bagi penyandang disabilitas 














Berdasarkan Uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis 
menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka 
disimpulkan bahwa pemenuhan aksesibilitas di Kota Makassar tidak 
sepenuhnya berjalan. Hal ini terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh 
penulis dengan mendata gedung-gedung yang dinaungi oleh 
pemerintah Kota Makassar. Hanya ditemukan 15 bangunan yang 
memiliki aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Kelima belas 
bangunan itupun tidak memenuhi standar kriteria bangunan ideal yang 
memberi kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses 
fasilitas. Adapun kelima belas bangunan yang dimaksud, yakni: Kantor 
Gubernur Sulawesi Selatan, Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya 
Makassar, Bank Tabungan Pensiun Nasional, Jalan Sudirman, Mesjid 
Pekerjaan Umum, Mesjid Raya, Kantor Dinas Tata Ruang dan 
Permukiman Kota Makassar, Kantor Pos Besar di Jalan Slamet Riyadi, 
SLB Pembina Parang Tambung, Madrasah Ibtidayah Kalukuang, 
Karebosi Link, Hotel Horison, Rumah Sakit Grestelina, Bandar Udara 
Sultan Hasanuddin, dan Universitas Hasanuddin. 
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2. Dalam pembuatan gedung dan fasilitas umum, biasanya yang 
diperhatikan adalah sesuai tidaknya dengan Kerangka Acuan Kerja 
yang menjadi acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk membangun. 
Sedangkan proses rehabilitasi atau pembangunan, mula-mula dibuat 
proposal oleh intansi yang terkait, lalluproposal tersebut diantar ke 
Dewan Perwakilan Rakyat, lalu setelah mendapatkan disposisi dari 
DPR, barulah Dinas Pekerjaan Umum melakukan fungsi kerjanya. 
Sedangkan dalam acuan kerja Dinas Pekerjaan Umum tidak 
berlandaskan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas 
pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, dimana dalam aturan 










B.  Saran 
Dari Uraian Kesimpulan di atas, penulis menarik beberapa saran untuk 
ditindaklanjuti, sebagai berikut: 
1. Dalam pelaksanaan fungsi kerja oleh Dinas Pekerjaan Umum 
berdasar atas Kerangka Acuan Kerja (KAK). Dimana, KAK ini tidak 
bersesuaian dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas 
pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Sehingga, fasilitas yang 
tersedia tidak sejalan dengan hak yang harus didapatkan oleh 
Penyandang Disabilitas. Seyogyanya, Dinas Pekerjaan Umum 
melaksanakan fungsinya sesuai dengan aturan yang sudah tertera. 
2. Dibutuhkan konsistensi dan kesadaran bagi masyarakat maupun 
pemerintah tentang pentingnya menghargai fasilitas dan lingkungan 
umum. Sehingga, dengan tercapainya hal tersebut, penyandang 
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